BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPAT]I PURWORE.JO
NOMOR: 24 TAHUR 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS FUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWORE.O,

Menimbang : a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
diberikan fleksibilitas dalam pengeluaran
pembiayaan yang bersumnber dari pendapatan jasa
layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama
dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang
sah, dengan mempertimbangkan volume kegiatan
pelayanan;

b. bahwa untuk menjamin terwujuwdnya tertb
administrasi, tranaparansi dan akuntabilitas dalam
pengeluaran pembiayaan khususnya dari
pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu disusun pedoman pemanfaatan
pendapatan jasa layanan yang diatur dengan
Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pemanfaatan Pendapatan Jasa Layanan Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Pusat Keeehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Purworejo,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik [ndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daesrah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



Menetaplkan :

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5587),
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nemor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {lLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Pepaturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umurm (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

. Peratmuran Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Baden Layanan Umum Daerah;

. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2015

tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Purworejo {Berita Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2015 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN
PENDAPATAN JASA LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA  TEKNIS  PUBAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWOREJO.

BAB [
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Perataren Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggera
Pemerintahan Daersh yang memimpin pelaksanaan urnisan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

oo

Bupati adalah Bupati Purworejo.
Dinas adaiah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworgjo.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keschatan.
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Pusat Keschatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas
adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Purworgjo yang menyelenggarakan
upaya kesehatan masyarakat den upaya keschalan perseorangan
tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif den
preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di
lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mecngutamakan mencari keuntungan, dan
dalam melekukan kegiatannya didasarksn pada prinsip efisiensi
dan produktivitas.

BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang menerapkan pola
pengelolaat  Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-prakiek bisnis yang sehat
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan
daerah pada umumnya.

Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD Puskesmas yang
bertangpung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas
yang terdiri dari unsur Pemimpin, Pejabat Keuvangan dan Pejabat
Teknis.

Pimpinan BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas.

Pejabat Keuangan adalah pejabat yang diangkat untuk
melaksanakan tugas dan kewsjiban serta mempunyai fungsi
sebagai penanggung jawah keuangan BLUD Puskesmas.

Pejabat Teknis adalah peiabat yang dianghat untuk melaksanakan
tugas dan kewajiban serta mempunyai fungsi sebagai penanggung
jawsb teknis pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit dan
penyehatan lingkungan, kemitraan dan promosi keschatan serta
sumber daya kesehatan pada BLUD Puskesmas.

Dewart Pengawas BLUD Puskesmas, yang selanjutnya disebut
Dewan Pengawas, adalah organ yang bertugas melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas.

Sekretaris Dewan Pengawas BLUD Puskesmas, yang selanjuinya
disebut Sckretaris Dewan Pengawas, adalah Pejabat yang diangkat
oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
Pegawai BLUD Puskesmas, yang selanjutnya discbut Pegawai
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Sipil vang
ditugaskan/ dipekerjakan pada BLUD Puskesmas selain sebagai
Pejabat Pengelola.

Pendapetan Jasa layanan adalah pendapatan BLUD Puskesmas
yang bersumber dari dana kapitasi dan non kapitasi Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan serta dari pelayanan
kesehatan umum.
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Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diberikan kepada tenaga
kesehatan dan tenaga non kesehatan pada BLUD Puskesmas dalarm
rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite,
rehabilitasi medik dan tindakan medik lainnya serta pelayanan
penunjang lainnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanmjutnya
disebut BPJS Kesehatan adalah badan huleam yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar
di muka oleh BPJS Keschatan kepada Puskesmas berdasarkan
jumiah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan
jurnlah pelayanan kesehatan.

Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPRJS
Kesehatann kepada Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah
pelayanan keschatan yang dibenikan.

Pelayanan Kesehatanr Non Kapitasi adalah pelayanan keschatan
kepada Pasien wvang biaya pelayanan keschatannya dapat
dimintakan penggantian dari dena Non Kapitasi.

Pasien adalah Pasien yang telah terdaftar sebagai peserta Program
Jaminan Kesehatan pada BPJS Keschatan.

Gaji adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargsan yang
diberikan secara teratur kepada seorang pegawai atas jasa dan hasil
kerjanya,

Tunjangan tetap adaleh suatu pemberian di luar gaji yang
diterimakan secara teratur kepada pegawai yang diberikan secara
tetap serta dibayarkan dengan pembayaran gaji sebagal
penghargaan berkaitan dengan jabatan atau pekerjarn tertentu.
Honorariuwm adalah pembayaran yang diterimaken kepada pegawai
atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu.

Bonus atas prestasi adalah pemberian uang di luar gaji kepada
pegawai sebagai penghargaan atas prestas! tertentu.

Insentif adalah pemberian uang kepada pegawali untuk
meningkatan produktivitas kerja dalam rangka mencapai suatu
tujuan yang telah ditetaphkan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman
dan dasar hukum bagi BLUD Puskesmas dalam pemaniaatan
Pendapatan Jass Layarian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujdkan
tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan
Pendapatan Jasa Layanan.
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BAB I
PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA LAYANAN

Pasal 4

Pemanfaatan Pendapatan Jasa Layanan dilaksanakan berdasarkan
Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Puskeamas.

Berdesarkan Rencana Bisnis den Anggaran BLUD Puskesmas

schagaimana dimaksud pada ayat (1) pendapatan Jasa Layanan

selurchnya dapat dimanfastkan dan dikelola langsung untuk
membiayai pengeluaran BLUD Puskesmas setelah dikurangi:

a. klaim biaya pelayanan kesehatan non kapitasi Pasien yang
diberikan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan Praktek Swasta
dan Bidan Prakick Swasta yang telah menjalic ketja sama
pelayanan Pasien dengan BLUD Puskesmas; dan

b, jasa pelayanan petugas entri data kepea¢rtaan program jaminan
kesehatan pada BPJS Keschatan.

Pemberi Pelayanan Kesehatan Prakick BSwasta sebagaimana
dimaitsud pada ayat (2] huruf & adalah tempat pelayanan kesehatan
milik swasta yang memberikan pelayanan keschatan kepada Pasien.

Bidan Praktck Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
adalah Bidan vang merniliki Surat Izin Praktek Bidan (S1PB) sesuai
dengan persyaratan vang berlaku, dicatat (register) diberi izin
secara sah dan legal untuk menyelenggaraskan pelayanan keschatan
di bidang kesehatan dasar kepada Pasien secara mandiri.

Kleim biaya pelayanan keschatan non kapitasi sebagaimana
dimaksud pada avat (2] diberikan penggantian schesar 100%
{seratus persen) berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan keschatan
yang diberikan.

Pasal 5

Pelayanan keschatan non kapitasi sebagaimana dimaksud dajam
Pasal 4 ayat (2) huruf a terdisi atas:

a. pelayanan persalinan;

b. pelayanan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA);

c. pelayanan keluarga berencana;

d. pelayanan rujukan;

e. pelayanan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANISE
{. pelayanan Antenatal Care {(ANC);

g- pelayanan Post Natal Care (PNC);

h. pelayanan protesa gigi; dan

i. pelayanan rawat inap.
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Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf =
adalah pelayanan kebidanan yang diberikan cleh temaga kesehatan
yang memiliki kempetensi kebidenan, kepada ibu bersalin dalam
proses melahirkan bayi, dimulai sgjak kontraksi rahim yang teratur
disertai pembukaan dan penipisan leher rahim, sampai lahirnya
bayi, tali pusat dan cairan ketuban.

Pelayanan Inspeksi Visual dengan Asam Asctat {IVA) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huref b adalah pemeriksaan skrining
kanker mulut rahim dengan cara memberikan pulasan cairan Asam
Asetat pada mulut rahim

Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimeksud pada
ayat (1) huruf ¢ adalah pemberian atau pemasangan alat
kontrasepsi kepade pasangan usia subur dengan tujuan untuk
mengatur jarak kehamilan, merencanakan jumlah anak dan
merbatasi jumlah anak.,

Pelayanan Rujukan sebagaimana dimaksud pada eyat (1) buruf d
adalah pelayanan memindahkan crang sakit dari suatu fasilitas
kesehatan ke fasilitas kesehatan lain yang lebih mampu, dalam
rangka mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Pelayanan Program Pengelolaen Penyakit Kronis (PROLANIS}
schagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf e adalah pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada para penderita penyakit kronis di
Puskesmas, meliputi edukasi, olahraga, pemeriksaan fisik dan
pemeriksaan penunjang.

Pelayanan Antenatal Care (ANC) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf I adalah Pemeriksaan Kehamilan yang dilalcukan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang kebidanan,
meliputi penguiuran Berat Badan, Tckanan Darah, besar mya
rahim, pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid, pemberian Tablet
Tambah Darah dan pemeriksaan penunjang lainnya.

Pelayanan Postnatal Care (PNC) sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf g adalah Pemeriksaan pada ibu pasca bersalin,
meliputi pemeriksagn rahim, organ kewanitaan, dan organ lain
yang terkait, setelah melahirkan sampal masa nifas (kurang lebih 6
mingEl pasca persalinan).

Pelayanan protesa gigi sebagaimana dimaksud pada avat (1] huruf b
ardalah pembuatan gigi palsu atau g tHruan sebagai pengeant
migi vang hilang akibat proses pencabutan atau trauma, dengan
tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengunyah,
berbicara dan memberikan dukungan untuk otot wajah.

{10jPelayanan rawat inap sebagaimans dimaksud pada ayat (1) buruf i

adnleh pelayanan kesehatan terhadap Pasien untuk keperluan
observas), diagnose, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan
keschatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat
inap.



BARB 11
PENGELUARAN UNTUK BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN
Pasal 6

1) Pengeluaran BLUD Puskesmas sebageimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat [2) berupa biaya cperasional pelayanan yang menjadi
beban BLUD Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dan
fungsi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan.

(2] Biaya operasiona! pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari biaya pegawai dan biaya pengadaan barang/ iasa.

BAB IV

ALOKAS] PENDAPATAN JABA LAYANAN
UNTUK BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN

Pasal 7

Pendapatan Jasa Layanan dialokasikan untuk biaya operasional
pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.
b.

(1)

(2)

untuk biaya pegawai sebesar 60% {enam puluh persen);
untuk biaya pengadaan barang/jasa sebesar 40% (empat puluh
perseri).

BAE VY
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN UNTUK BIAYA PEGAWAL
Pazal 8

Biaya operasional pelayanan untuk biaya pegawai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat {1} huruf a dimanfaatkan untuk
membayar Jasa Pelayanan berupa gaji, tunjangan tetap,
honorariwm, bonua atas prestasi dan/atau insentif bagi Pejabat
Pengelofa, Dewan Pengawas, Sckretaris Dewan Pengawas dan
Pegawai sesuai dengan tngkat tanggung jawab dan tuntutan
profesionalisme vang diperlukan.

Jasa Pelayanan bapi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus
PNS diberikan dalam bentuk tunjangan tetap, honorarium, bonus
atas prestasi dan/atau insentf,

{3} Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang bersiatus

bukan PNS diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan tetap,
honorarium, bonus atas prestasi dan/atau insentif,



{4} Jasa Pelayanan bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan
Pengawas diberikan dalarn bentuk honorarium.

(5} Besarnya .Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola, Pegawai serta
Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimena
dimaksud padas ayat (2), ayat (3} dan ayat (4] ditetapkan oleh
Pemimpin BLUL.

Pesal 9

1) Jasa Pelayanan bagi Pemimpin BLUD Puskesmas ditetapkan

dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:

a. ukuran {size} dan jurnlah aset yang dikelola BLUD Puskesmas,
tingkat pelayanan serta produktivitas;

b. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan

c. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Bupati dengan
mempertimbangkan antara lain indikator kenangan, pelayanan,
mutu dan manfaat bagi masyarakat.

{2) Jasa Pelayanan bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis
ditetapkan paling banyak scbesar 90% {sembiian puluh persen) dari
Jasa Pelayanan Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 10

Henorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40%
{empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD Puskesmas;

b. honorarium anggots Dewan Pengawas paling banyek sebesar 36%
(tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD Puskesrmas; dan

c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawnas paling banyak sebesar 15%
(lima beias persen) dart gaji Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 11

{1} Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 8 ayat (1), dihitung berdasarkan indikator
penilaian:

a. pengalaman dan masa kerja (basic index), diberi bobot nilai 10
{sepuluh);

b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku feompetency
index), diberi bobot nilai 10 [sepuluh);

¢. risiko kerja frisk index), diberi bobot nilai 20 (dua puluh);

d. tingkat kegawatdaruratan femergency index), diberi bobot nilai
15 {lima belas);

e. jabatan vang disandang {position index), diberi bobot nilai 30
(tiga puluh); dan

f. hasil/capaian kinerja {performance ndex), diberi bobot nilai 15
{ima belas).



(2] Perhitungan bobot nilai masing-masing pejabat pengelola dan
Pegawai berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

Pejabat Pengelola atau Pegawai yang merangkap tugas pada BLUD
Puskesmas lain hanya berhak menerima Jasa Pelayanan yang
dinlokasikan pada BLUD Puskesmas tempat tugas definitif.

Pasal 13

Jasa Pelayanan diperhitungkan setiap bulan mulai bulan Januan 2016
dan pembayarannya direalisasikan secara bulanan, triwulanan,
semesteran atau dalam jangka waktu lain yang ditetapkan oleh
Pimpinan BLUD Puskesmas.

BAE VI

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN
UNTUK BIAYA PENGADAAN BARANG /JASA

Pasgal 14

(1] Biaya operasional pelayanan untuk bieya pengadaan barang/ jasa
sebagaimapa dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huraf b
dimanfaatkan dalamm rangka pemenuhan kcbutuhan pelayanan
kesehatan di BLUD Puakesmas dan jaringannya.

(2} Penpaduan barang/ijasa sebagaimana pade ayat (1] yang berupa
penpadaan obat dan perbekalan kesehatan tertentu wajib
memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

a. bersifat darurat (emergency];

b. tidak dapat digantikan oleh obat lain; atau

¢. tidak tersedie di instalasi farmasi dengan nilai harga maksimal
10% dan dukunpgan biaya operasional pelayanan kesehatan
lainnya.

{3) Dukungan biaya operasiocnal pelayanan kesehatan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf c¢ adalah biaya
operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di
Puskesmas dan jaringannya.

{4} Pengadaan barang/jasa sebagaimana peda ayat {1) yang berupa
belanja modal dilaksanakan berdasarkan:
a. ketersediaan dana yang ads,;
b. Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU} yang diusulkan.



{5] Pengadaan barang/jgsa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
BLUD Puskesmas dengan status bertahap dilaksanakan
berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa
pemerintah.

(6) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada
BLUD Puskesmas dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas

apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi sesuai
ketentuan peratiran perundang-undangan.

BARB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap crang mengetahuinya memenntahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

\LA BAGIAN HUKUM D;Eeatapkan di Purworeje
P tanggal B Juni 2016

BUPATI PURWOREJO,

ZS OWATI, SH. MM. Ted.
AWo Q\%mbina Tingkat I
S=241F 10650529 199003 2 007 AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 8 Junl 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJQ,

Ted.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 24 SERIE NOMOR 21




